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ABSTRAK :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan
Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Bupati, dan/atau Bupati dan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Norma, Standar, Prosedur serta
Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Bupati Purbalingga Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42); Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Undang—Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51
tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kab sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kab
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program, dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Bupati serta
Bupati dan Bupati; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma,
Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan
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CATATAN :

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Bupati, serta Bupati dan
Bupati;

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015 Tahun 2015 diatur
tentang :

Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 sebagai berikut
: 1. Menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun
2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Keputusan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini; 2. Spesifikasi Kebutuhan Pengadaan Perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il Keputusan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini; 3. Jenis Kebutuhan dan perlengkapan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Il Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini; 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Mei 2015
- Lampiran Keputusan ini 25 Lembar.
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